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BAB  I.  

PENDAHULUAN  

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pengesahan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal di Indonesia. Kedua undang undang tersebut diterbitkan untuk 

mengakomodasi tuntutan daerah agar diberikan kewenangan dalam melakukan 

pembangunan di daerahnya sendiri. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah pusat 

menyerahkan sebagian urusan dan kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah 

berdasarkan asas otonomi daerah. Karena dianggap masih terdapat kelemahan dalam 

paket undang undang tersebut, maka kedua undang undang tersebut dicabut dan 

digantikan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang 

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

selanjutnya digantikan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2014. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah dicabut dan digantikan dengan Undang Undang 

Nomor 1  Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah.  

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Konsekuensi otonomi daerah salah satunya adalah pemerintah daerah 

mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk menyediakan barang dan jasa publik 

serta berbagai fasilitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. 

Tanggungjawab yang lebih besar tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya apabila 

tidak didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal pemerintah daerah. yang memadai 

anggaran sumber pendanaan  dan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh 

karena itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. 
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Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah adalah perluasan 

desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari PAD diperkuat dan 

diperluas. Kewenangan pemerintah daerah melakukan pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah diperkuat dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah tersebut dicabut dengan terbitnya UU Nomor 1  Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  tanpa mengurangi 

kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 

sebagiman yang telah diatur pada undang undang sebelumnya.  Dengan pemberian 

kewenangan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan terdapat 

peningkatan dalam kemandirian fiskal daerah.  

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan 

pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung 

bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat 

diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total 

pendapatan. Oleh karena itu, reviu atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu agar 

kemandirian fiskal daerah dapat dipetakan untuk mengetahui kondisi kemandirian fiskal 

tiap-tiap daerah. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan reviu kemandirian fiskal 

sebagai bagian dari kecukupan pengungkapan informasi di Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (LKPP). Metode untuk mengukur kemandirian fiskal daerah yang digunakan oleh 

BPK adalah Fiscal Autonomy Index (FAI) atau tingkat indeks kemandirian fiskal (IKF) yang 

dikembangkan oleh Hunter (1977). Pengukuran kemandirian fiskal daerah akan 

menghasilkan nilai indeks kemandirian fiskal (IKF) yang berkisar antara 0 (semua belanja 

dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD) hingga 1 (semua belanja 

dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer). Dari hasil pengukuran, 

Pemerintah Daerah diklasifikasi dalam 4 (empat) kategori yaitu : 

a. Belum mandiri untuk Pemerintah Daerah dengan IFK dibawah 0,25; 

b. Menuju mandiri untuk Pemerintah Daerah dengan IFK 0,25 sampai dengan kurang 

dari 0,50 

c. Mandiri untuk Pemerintah Daerah dengan IFK 0,50 sampai dengan kurang dari 0,75; 

d. Sangat mandiri untuk Pemerintah Daerah dengan IFK 0,75 sampai 1,00 
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Hasil Reviu yang dimuat dalam Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah 

Daerah Tahun 2020, nomor 26f/LHP/XV/05/2021, tanggal 31 Mei 2021 mengungkapkan 

bahwa dari 503 Pemerintah Daerah yang direviu (tidak 39 Pemerintah Daerah yang tidak 

direviu karena data laporan keuangan belum disusun) 443 atau 88,07% Pemerintah Daerah 

yang dikategorikan belum mandiri sesuai yang disajikan pada tabel 1.1 berikut ini.  

Tabel 1.1  Ikhtisar IKF Pemerintah Daerah Tahun 2020 

NO Kategori IKF 
Pemerintah 

Provinsi 
Pemerintah 
Kabupaten 

Pemerintah 
Kota 

Jumlah Persentase 

1 
Belum 
Mandiri 

10 369 64 
443 88,07 

2 
Menuju 
Mandiri 

16 8 26 
50 9,94% 

3 Mandiri 7 1 2 10 1,99% 

4 
Sangat 
Mandiri 

0 0 0 
0 0,00% 

 Total 33 378 92 503 100,00% 

  

Dalam laporan reviu tersebut, lebih lanjut mengungkapkan antara lain bahwa untuk tahun 

2020 tidak terdapat  Pemerintah Daerah  yang sangat mandiri di Indonesia. Kabupaten 

Badung yang selama kurun 2013 sampai dengan 2019 menjadi satu-satunya yang 

dikategorikan sangat mandiri mengalami penurunan kategori menjadi mandiri karena 

Pandemi COVID-19.  

Fenomena tingkat kemandirian fiskal Pemerintah Daerah yang masih rendah, juga 

dialami oleh Pemerintah Kota Makassara (kategori belum mandiri). Sebagaimana 

dijelaskan diatas, kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio 

antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Berdasarkan Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Makassar, selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan 

2020, rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan berada pada kisaran 27,40% 

sampai dengan 39,14% atau rata-rata 33,81% dengan rincian pada tabel 1.2 dibawah ini. 
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Tabel 1.2  Realisasi Pendapatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 s.d. Tahun 

Anggaran 2020 dan Rasio Pendapatan Asli Daerah dari Total Pendapatan 

Nomor 
Tahun 

Anggaran 
Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 
Pendapatan Transfer 

Lain-Lain 
Pendapatan yang 

Sah  
Total Pendapatan 

Persentase  
PAD dari 

Total 
Pendapatan 

1  2016  971.859.753.605,76  2.297.233.449.093,30  277.556.952.746,00   3.546.650.155.445,06  27,40% 

2 2017 1.337.231.094.232,10  2.047.105.605.669,00  32.018.518.800,00  3.416.355.218.701,10  39,14% 

3 2018 1.185.453.010.989,65  2.098.135.622.513,00  144.891.095.660,00  3.428.479.729.162,65  34,58% 

4 2019 1.303.316.337.553,94  2.212.978.024.448,97  150.065.628.152,00   3.666.359.990.154,91  35,55% 

5 2020 1.078.328.561.269,15  2.053.495.450.619,13  191.838.274.714,00   3.323.662.286.602,28  32,44% 

  Jumlah 5.876.188.757.650,60  10.708.948.152.343,40  796.370.470.072,00  17.381.507.380.066,00  33,81% 

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2016 sampai dengan 2020 

Untuk meningkatkan indeks kemandirian fiskal daerah, Pemerintah Kota Makassar 

berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah  pada sektor pajak daerah. Salah satu 

kebijakan yang ditempuh adalah mengganti Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah Kota 

Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.  

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak 

Daerah pada dasarnya tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan kecuali aturan terkait 

tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Pada Peraturan 

Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana yang 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah, tarif PBB P2 dibagi menjadi enam kelompok yaitu : 

1. Untuk nilai jual objek pajak (NJOP) kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen); 

2. Untuk NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 

0,2% (nol koma dua persen) 

3. Dalam hal pemanfaatan bumi dan bangunan dapat menimbulkan gangguan lingkungan 

untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 

0,15% (nol koma lima belas persen); 
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4. Dalam hal pemanfaatan bumi dan bangunan dapat menimbulkan gangguan lingkungan 

untuk NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 

0,3% (nol koma tiga persen) 

5. Dalam hal pemanfaatan bumi dan bangunan dapat ramah lingkungan dan atau 

bangunan atau lingkungan cagar budaya untuk nilai jual objek pajak NJOP kurang dari 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol  

persen); 

6. Dalam hal pemanfaatan bumi dan bangunan dapat ramah lingkungan dan atau 

bangunan atau lingkungan cagar budaya untuk NJOP  Rp1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) 

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak 

Daerah, tarif PBB P2 menggunakan tarif progresif dengan ketentuan berikut ini : 

1. Untuk NJOP kurang dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen); 

2. Untuk tambahan NJOP diatas  Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,08% (nol 

koma nol delapan persen); 

3. Untuk tambahan NJOP diatas  Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua 

belas persen); dan 

4. Untuk tambahan NJOP diatas  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  milyar rupiah) ditetapkan 

sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen). 

Apabila dibandingkan tarif yang digunakan pada kedua peraturan daerah tersebut, 

maka pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak 

Daerah  akan mengurangi ketetapan PBB P2 terhutang kepada  wajib pajak  karena tarif 

yang ditetapkan mengalami penurunan kurang lebih 50%  dibanding tarif yang ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah sebelumnya. Namun dalam kenyataanya keketapan PBB P2 

terhutang mengalami kenaikan kurang lebih 100% karena Keputusan Walikota Makassar 

Nomor : 1008/982/Kep/II/2015 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai 

dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Makassar yang diterbitkan tahun 2015  

yang manaikkan NJOP kurang lebih 300 % (tiga ratus persen) mulai diberlakukan.  

Berdasarkan penelitaian yang dilakukan oleh Onasis (2017), yang berjudul 

“Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota 
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Makassar”, disebutkan bahwa kebijakan kenaikan NJOP tersebut dikeluhkan oleh 

masyarakat Kota Makassar sehingga Sekretariat DPRD Kota Makassar banyak menerima 

pengaduan tentang kebijakan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis  tertarik untuk melakukan penelitian pada 

kantor Dinas Pendapatan Kota Makassar dengan judul : “Analisis Penetapan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhutang Terhadap Realisasi Pendapatan 

dan Jumlah Objek Pajak Terbayar di Kota Makassar”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Apakah penetapan PBB P2 terhutang berpengaruh secara signifikan dan positif 

terhadap realisasi penerimaan PBB P2 di Kota Makassar; 

2. Apakah penetapan PBB P2 terhutang berpengaruh secara signifikan dan positif jumlah 

objek pajak yang terbayar di Kota Makassar. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis mengenai  

1. Pengaruh penetapan PBB P2 terhutang terhadap realisasi penerimaan PBB P2 di Kota 

Makassar; 

2. Pengaruh penetapan PBB P2 terhutang terhadap persentase jumlah objek pajak yang 

terbayar di Kota Makassar. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian mengenai mengnai  Analisis Penetapan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhutang Terhadap Realisasi Pendapatan dan 

Jumlah Objek Pajak Terbayar di Kota Makassar ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

antara lain :  

1. Manfaat akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, gambaran, dan bukti-bukti 

mengenai pengaruh kenaikan ketetapan PBB terhadap realisasi pendapatan daerah 

dan jumlah objek pajak yang terbayar . Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi 
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bagi para peneliti yang melaksanakan penelitian-penelitian sejenis dan penelitian-

penelitian lanjutan.  

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi pengambilan 

kebijakan dalam  lingkungan pemerintah daerah terkait dampak perubahan ketetapan 

pajak daerah khususnya PBB P2 sehingga lebih hati-hati dalam membuat keputusan.  

3. Manfaat Peneliti  

Peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan 

dampak perubahan ketetapan pajak khususnya PBB P2. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Bab I: Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

2. Bab II: Tinjauan Pustaka  

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang di dalamnya mengemukakan hal-hal 

yang berkaitan dengan telaah teori, kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan 

hipotesis penelitian. 

3. Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang berisikan rincian mengenai 

populasi, sampel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. 

4. Bab IV: Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, fungsi dan tugas serta 

struktur organisasi. 
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5. Bab V: Hasil Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian mengenai  Analisis Kenaikan Penetapan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhutang Terhadap Realisasi 

Pendapatan dan Jumlah Objek Pajak Terbayar di Kota Makassar. Hasil penelitian 

mengungkapkan hasil pengujian data berdasarkan uji asumsi klasik terhadap data yang 

digunakan dan hasil pengujian hipotesis. 

6. Bab VI : Pembahaasan 

Bab VI membahas mengenai hasil pengujian hipotesis dikaitkan dengan teori-teori yang 

melandasi dan rasionalitas dari hasil pengujian hipotesis serta hubungannya dengan 

riset-riset terdahulu tentang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan 

Perdesaan (PBB P2). 

7. Bab VII: Penutup 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran 

yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 TINJAUAN TEORITIS 

2.1.1 Teori Daya Pikul 

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan 

membayar dari wajib pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai 

dengan daya pukul wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan 

kekayaanya, juga pengeluaran belanja si wajib pajak tersebut. Menurut Prof. W. J. De 

Langen daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan 

kebutuhn setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer 

(biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara 

(pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama 

adalah hak untuk hidup maka sebagai analisis yang pertama adalah minuman kehidupan. 

Menurut Mr. A.J. Cohen Stuart Daya pikul diumpamakan sebuah jembatan. Yang 

pertama-tama harus dapat menukul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani 

dengan beban yang lain. Beliau menyerahkan bahwa yang sangat diperlukan dalam 

kehidupan tidak dimasukkan ke dalam jaya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang 

kepada negara barulah ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup sudah tersedia. 

Kelemahan dari teori ini adalah sulitnya menentukan secara tepat daya pikul seseorang, 

karena akan berbeda dan selalu berubah-ubah. Teori daya pikul ini ditetapkan dalam pajak 

penghasilan, dimana wajib pajak baru dikenakan pajak penghasilan bila diperoleh 

penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). 

Teori daya pikul ini umumnya digunakan sebagai pertimabangan dalam penyusunan 

regulasi terkait perpajakan Pemerintah Kota Makassar dalam menetapkan kebijakan terkait 

PBB P2 seharusnya mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk melakukan 

pembayaran.  

2.1.2 Teori Kewajiban Mutlak Pajak Atau Teori Bakti 

Teori sudah di dasari paham  organisasi negara (organische staatsleer) yang 

mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk 

menyelenggarakan kepentingan umum . Negara harus mengambil tindakan atau keputusan 

yang diperlukan termasuk keputusan dibidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka negara 
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mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai 

tanda baktinya.  

Menurut teori ini berdasarkan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan 

negara dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat mewajibkanya membayar pajak. 

Kelemahan dari teori adalah negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek 

keadilan dalam pemungutan pajak. 

2.1.3 Teori daya beli 

Teori ini adalah teori modern,teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara 

memungut pajak melainkan banyak melihat pada ëfeknya” dan memandang efek yang lain 

itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika 

dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan “pompa” yaitu 

mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat dan untuk membawanya ke arah 

tertentu. Teori ini mengajarkan. Bahwa menyelenggarakan kepentingan masyarakat inilah 

yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan 

individu, pun bukan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi 

keduanya itu. 

 

2.1.4 Teori Kurva Laffer 

Teori ini diungkapkan oleh Arthur Laffer pada tahun 1974, seorang ahli ekonomi 

yang pada saat itu menjabat sebagai penasihat ekonomi presiden Amerika Serikat Ronald 

Reagen. Teori Kurva Laffer menyatakan hubungan antara perubahan tarif pajak dengan 

jumlah penerimaan pajak. Teori ini bisa dijelaskan dimulai dengan titik ekstrim tarif 0 atau 

100. Maka secara logika sederhana dapat dimengerti bahwa pada tarif 0 maka pendapatan 

penerimaan pajak akan 0. Pada tarif 100 maka secara rasional, akan memberikan 

disinsentif kepada pembayar pajak untuk tidak bekerja, karena seberapa pun hasilnya akan 

digunakan semuanya untuk membayar pajak. Akibatnya pendapatan penerimaan pajak 

juga nol. Dengan asumsi tarif pajak ditingkatkan antara 0 - 100 maka pendapatan 

penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sampai pada titik tertentu terus kembali 

turun menuju titik 0. Sesuai dengan konsepsi Kurva Laffer, pengaruh perubahan tarif pajak 

terhadap penerimaan pajak dapat dibedakan: 1. Prohibited Area Dalam prohibited area 

perubahan tarif pajak akan berbanding terbalik dengan penerimaan pajak dalam arti 

penurunan tarif pajak akan menyebabkan kenaikan penerimaan pajak dan sebaliknya 
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kenaikan tarif pajak akan menyebabkan turunnya penerimaan pajak. 2. Non Prohibited Area 

Di luar Prohibited Area, perubahan tarif pajak akan berbanding lurus dengan penerimaan 

pajak dalam arti penurunan tarif pajak akan menyebabkan turunnya penerimaan pajak dan 

sebaliknya kenaikan tarif pajak akan menyebabkan naiknya penerimaan tarif pajak. 

Menurut Tursilo 2007, perubahan tarif pajak bagi badan hukum juga akan mempengaruhi 

terhadap laba setelah pajak. Ada tiga pilihan dalam penggunaan laba setelah pajak ini. 

Pertama, laba setelah pajak dipakai untuk modal usaha lagi yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi konsumsi nasional dan bermuara pada perubahan pendapatan nasional. 

Kedua, laba setelah pajak digunakan untuk investasi yang pada akhirnya juga bermuara 

pada perubahan pendapatan nasional. Ketiga, laba setelah pajak dibagikan dalam bentuk 

deviden yang akan menambah disposable income masyarakat penerimaan deviden orang 

pribadi ataupun menambah modal perusahaan penerima deviden adalah badan hukum. 

2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 

 

a. Pengertian PBB P2 

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 

disingkat PBB-P2 menurut Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Pajak atas bumi dan/atau 

bangunan yang dimiliki, dikuasai, darn/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 

dan perairan pedalaman sedangkan bangunan adalah adalah konstruksi teknik yang 

ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah 

permukaan Bumi. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pajak Bumi dan 

Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara 

nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan 

bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap  

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan 

untuk Kawasan perkotaan dan perdesaan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah 

daerah. 
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b. Subjek PBB P2 

Subjek PBB P2 adalah orang atau Badan yang dapat dikenakan pajak, dan secara 

nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan 

atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

 

c. Objek PBB P2 

Objek PBB P2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan bangunan 

yang juga dijadikan objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang 

ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan. 

Selanjutnya penjelasan bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan 

adalah : 

1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek suatu bangunan seperti hotel, 

pabrik, dan emplasemennya, dan lain- lain yang merupakan satu kesatuan dengan 

kompleks bangunan tersebut; 

2) Jalan TOL; 

3) Kolam renang; 

4) Pagar mewah; 

5) Tempat olahraga; 

6) Galangan kapal; 

7) Dermaga; 

8) Taman mewah; 

9) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas; 

10) Pipa minyak; 

11) Fasilitas lain yang memberi manfaat 

 

d. Dasar Pengenaan PBB P2 

Dasar pengenaan PPB P2 adalah nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh 

Kepala Darah. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli 

yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 
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ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 

perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

 

e. Tarif  PBB P2 

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tarif PBB P2 

ditetapkan paling tinggi 0,3% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sedangkan 

berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi 0,5% dari Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) . Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 

2018 tentang Pajak Daerah yang masih mengacu pada UU No 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah, tarif PBB P2 menggunakan tarif progresif dengan 

ketentuan berikut ini : 

1) Untuk NJOP kurang dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen); 

2) Untuk tambahan NJOP diatas  Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan 

sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen); 

3) Untuk tambahan NJOP diatas  Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai 

dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% 

(nol koma dua belas persen); dan 

4) Untuk tambahan NJOP diatas  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  milyar rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen). 

 

f. Ketetapan  PBB P2  Tehutang 

Ketetapan PBB P2 merupakan hasil perhitungan PBB P2 terhutang yang harus 

dibayar oleh wajib PBB P2. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena 

Pajak.  Dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan 

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Nilai 

Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap 

wajib pajak.  
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2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian 

ini diantaranya : 

a. Penelitian Onasis (2017) yang tentang  faktor-faktor yang menjadi dasar  penetapan 

nilai jual objek pajak (NJOP) PBB P2 di Kota Makassar dan kendala penerapannya. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah 

Kota Makassar adalah banyaknya keberatan terhadap kenaikan NJOP yang 

berdampak pada kenaikan ketetapan PBB P2. 

b. Penelitian Budi Setiawan, M Rochmadi, dan Arman Delis (2017) tentang analisis 

penerimaan PBB P2 serta pengaruhnya terhadap pendapatan daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Investasi 

dan  ketaatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2. 

c. Penelitian Aulia Fitri Rahdania, Budi Ispriyarso, dan F. C. Susila Adiayanta (2017) 

tentang peranan PBB P2 dalam peningkatan PAD Kota Tangerang. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa PBB P2 menjadi kontributor terbesar kedua untuk PAD 

setelah BPHTB   


